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Yuliyan Sapto Satriyo, E0009375, Peranan Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Dalam Kajian Permasalahan Hukum Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabuparen Karanganyar, Skripsi, Jurusan hukum , Fakultas hukum, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, 69 Hal.
Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi 
seluas-luasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 18 undang-undang republik 
indonesia tahun 1945.Menurut ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah.prinsip otonomi ini membentuk adanya 
pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintahan 
Provinsi yang dibagi atas Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten.
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.manfaat 
teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis, sebagai 
literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, serta dapat bermanfaat sebagai acuan 
terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. Manfaat praktis 
memberikan jawaban atas masalah diteliti dan hasil penelitian,untuk lebih 
mengembangkan penalaran dalam membentuk pola pikir dinamis serta penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang besifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. 
Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama 
yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam hal ini data primer yang 
digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan Bp.Drs. Bina Febrianto M.H
(Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat 
Daerah Kabupaten Karanganyar) Sedangkan data sekunder digunakan untuk 
mendukung dan melengkapi data primer. Penulis menggunakan teknik analisis 
data dengan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan permasalahan hukum dapat menimpa setiap 
orang tidak terkecuali dengan SKPD, dalam menjalankan tugasnya, mereka tidak 
luput dari kesalahan, yang kemudian dapat merugikan masyarakat dan di 
benarkan adanya upaya litigasi dan non litigasi yang bisa diajukan oleh setiap 
orang maka dibutuhkan badan lain yang bisa menjembatani untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh bagian hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah hambatan internal yang berasal 
dari bagian hukum sendiri serta hambatan yang bersifat eksternal yang berasal 
dari pelapor atau SKPD yang terkait dalam permasalahan. 





Division in Legal Problem Studies in the Local Apparatus Task Force of 
Karanganyar Regency, Thesis, Law Department, Faculty of Law, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2013, 69 pages.
The local government organization system holds an as widely as possible 
Constitution. According to Laws Number 32 of 2004 about local government, this 
autonomy principle establishes the presence of central government and local 
government consisting of provincial one dividing into Municipal and Regency 
ones.
This study had theoretical and practical benefits. The theoretical benefit 
could contribute thinking and theoretical foundation as literature and scientific 
information material, and could be useful as the reference for the similar research 
in further step. The practical benefit provide answer to the problem studied and 
result of research to develop reasoning in the form of dynamic thinking pattern as 
well as this research was expected to increase the knowledge to the related parties. 
This study was an empirical law research that was descriptive in nature. 
The data type used included primary and secondary data. The primary data was 
the main data obtained directly from the firsthand source relevant to the object of 
research; in this case, the primary data used by the writer was result of interview 
with Mr. Drs. Bina Febrianto M.H (Legal Service and Human Rights Sub-division 
used to support and to complete the primary data. The writer employed an 
interactive analysis model as technique of analyzing data.
The result of research showed that the legal problem could befall 
everyone, unexceptionally SKPD that in undertaking its duty not escaping from 
fault leading to harmful to the society and it was justified that litigation and non-
litigation attempts were filed by everyone in which other entities could become an 
intermediary to solve a problem. The obstacles faced by the legal division of 
the legal division and external one deriving from those who reported or the SKPD 
related to the problem.
Keyword : local government, autonomy
